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Berbzcara masaiah I—IAM
B bemrtl k,1ta berbzcar_a mengenaz

- o Sepemngkat hak yang ! melekat pada

: ""halnkamya dan keberadaan manu-
Csla sebagm makhluk Tuhan Yang

-~ "Maha Esa dan merupakaﬁ amu--

) ger.ahnya yang wajib di hormati,
- dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
g 'nega;ta hukum, Pemerintah, dan
_- :senap orang demi kehormatan
Userta” perhndungan harkat dan
. martabat manusia (UU No. 39
tahun 1999 pasal 1 angka 1).

Manusia yang memiliki ber-
bagai kepentingan sering melupa-
kan adanya hak orang lain di atas

““haknya sendiri sehingga banyak
hak-hak yang terlupakan bahkan
. tertindas. Permasalahan seperti
~inilah yang sering menimbulkan
- adanya pelanggaran HAM. Dalam
- UU No. 39 tahun 1999 pasal 1
- angka 6 pelanggaran HAM di-

artikan sebagai setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang tet-
masuk aparat negara baik sengaja
ataupun tidak disengaja, atau
kelalaian yang secara melawan

# Ketwta Badan Pengnrus YLBHI

hukummengurangx menghalang;
membatas1 atau mencabut 'ak
asasi manusza seseorang 'atau

'keiompok orang yang di;armn oleh

Undang-undang ini dan tidak

‘mendapatkan atau dikhawatitkan

tidak akan memperoleh penyele-
saian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku. - '
Akan tetapi permasalah
pelanggaran HAM ini menjadi
semakin kompleks ketika per-
buatan/tindakan pelanggaran tidak
hanya mengurangi, membatasi atan
mencabut hak asasi seseora'ngétau
kelompok tapi lebih parah lagi yaitu
menghilangkan hak asasi tersebut.

Hak asasi manusia merupakan
pemberian Allah SWT dari kita
masih dalam kandungan sampai
dengan Kematian, babkan kematian
pun tidak memisahkan hak asasi
seseorang katena seorang yang
telah meninggalpun berhak untuk
dikuburkan dan beristirahat
dengan tenang di alamnya (RIP/
Rest In Peace).




- Ketika Pelanggaran HAM ini
"telah"méﬂjadﬁ semakin kompleks
maka timbulah pelanggaran HAM
yang digolongkan sebagai pelang-
garan .HAIM berat. Pelanggaran
HAM berat muncul untuk meng-
gambarkan dahsyatnya akibat yang
timbul dari perbuatan pidana ter-
~sebut terhadap raga, jiwa, marta-
bar, peradaban, dan sumbetdaya
ke_hi_du'péﬁ'_ manusia. Tindak ke-
jahatan .'te_rsebut dilakukan oleh
pelakunya dengan maksud (intent)
dan tujuan yangjelas untuk menye-
rang dan menghancutkan orang-
otang tertentu atau sekelompok
manusia sehingga membawa akibat
atau dampak yang luas.

KATEGORISASI BERDA-
SARKAN SEJARAH PENGA-
DILAN INTERNASIONAL

Dunia mencatat beberapa
mazhkamah-mahkamah
Internasional sepetti Mahkamah
Nurnberg (1945), Mahkamah
Tokyo (1946), Mahkamah Kriminal
Internasional vntuk mantan Yugos-
lavia (1993), Mahkamah Kriminal
Internasional untuk Rwanda (1994)
dan Mahkamah Pidana Intet-
nasional yang dibentuk melalui
Statuta Roma (1998) dan lain-lain,
termasuk pengadilan terhadap
Jenderal Yamashita yang telah

divonis mati karena kejaharan
kemanusiaan di Filipina pada
perang dunia ke II.

Dalam Pasal 6 Pigam Tribunal
Militer internasional, sebagai mana
terlampir pada persetujuan bagi
penuntutan dan penghukuman
Penjahat perang Utama dari Poros
Eropa yang dibuat di London
pada 8 Agustus 1945 menetapkan
kejahatan terhadap perdamaian,
kejahatan perang, dan kejahatan
terhadap kemanusian sebagai jenis-
jenis yang termasuk dalam lingleup
yurisdiksi Tribunal tersebut. Baik
pessetujuan induknya (persetujuan
London) maupun lampirannya
(piagam tibunal) tidak memberi
sifat ketiga kejahatan tersebut yang
termasuk Yurisdiksi Tribunal,
melainkan hanya menyebutkan dan
kemudian metinci.

Berikut ini beberapa kate-
gotisasidan yurisdiksi International
Tribunal dan International Criminal
Court (ICC) betkaitan dengan
pelanggaran HAM berat :

G NURRENBERG, Pia-
gam Pengadilan Militer Inter-
nasional Nuremberg mendifinisikan
kejahatan yang dapat dikatagorikan
Pelanggaran HAM Berat sebagai
berikut :

1. Kejahatan terhadap per-
damaian (Crames qgainst peace)




. 'yang tediri atas: perbuatan -

SRS mezencanakan mempersmp-
: _L.an memuizu atau menjalan-
o kan perang agres1 atau perang

fr_.:-yang melanggat perjanjian-. -

. perjanjian internasional,

persetu}uan—persetu}uan atau .

) '_:_1':_:-_..'_:;armnan -jaminan; atau turut
oserta di daiam rencana

: ""':ﬁ'?b:ersama atau komp}otan .-

- untuk mencapai salah satu
o f‘dampada tujuan perbuatan—
o "-"'pez*buatan tersebutdmtas '

 Makalah ini dlsampalkan
:dalam Konfrensi tentang Rekon-
‘siliasi Nasional yang diseleng-
garakan oleh PPRP di Jakarta, 21
Oktober 2003. :

2, 'Ke;ahatan Perang (War
- Crimes), yaitu Pelanggaran
" ‘terhadap hukum atau ke-
'biasaan-kebiasaan perang,
sepert pembunuhan (zurder),

- perlakuan kejam terhadap
- penduduk sipil dengan meng-
asingkan mereka, mengerjakan

- mereka secara paksa, atau
diwilayah pendudulkan mem-
perlakukan tawanan-tawanan
perang dengan kejam, mem-
bunuh mereka, atav mem-
perlakukan orang di laut
secara demikian; merampas
milik Negara atau milik
perseorangan, menghancut-
kan kota atau desa dengan
secara berkelebihan atau

- semau-maunya, atau rnem-
biﬁasakannya tanpa adénya
> ahsan keperiuan militer. »

Ke;ahatan terhadap Kemanu—
- siaan (Crimes against humanity).
“Termasuk dalam pengér't,_ian

[ %]

. kejahatan ini adalah, pem-
“bunuhan, membmasakan
fmempeibudak mengasmgkan
"~ danlain-lain kekejaman di luar
: penkemanuslaan terhadﬂp
penduduk sipil, yang dilaku-
- kan sebelum atau sesudah
perang; perkosaan hals-hak
~ dasar berdasarkan aia_sanw
| alasan politik, ras atau agarha.
Pemimpin atau orang vang
mengorganisiy, menghasut
dan membantu mereka yang
' tumt serta dalam membentuk
atau melaksanak&n rencana
bersama komplotan untuk
melakukan kejahatan-keja-
hatan tersebut bertanggung-
jawab atas perbuvatan orang-
orang yang melakukan rencana
tersebut. ;

Kejahatan-kejahatan Pelang-
garan HAM berat tersebut di atas
didakwakan kepada para pang-
lima dan pemimpin Nazi di
pengadilan militer internasional di

Nuremberg. Sebagian besar dari
para terdakwa itu terbukt bersalah




: rr;ela_iii;kah__pelanggran HAM berat
dan dihukum mati dengan cara
digantung,

G ICTY (International Tri-
bunal fot the prosecution of pet-
SONS . 're_s.ponsiblefor serious

* violations of International huma-

nitarian law committed in the

- territory of former Yugos}awa )

rnenetapkan o

2. Jenis pelanggaran yang tet-

masuk lingkup wewenang

ICTY yakni pelanggaran

| _sefius hukum humaniter

internasional
Geaeya)

(konvensi

b.  Orang yang dituntut adalah
orang yang :

- melakukan atau meme-

rintahkan melakukan

 pelanggaran berat kon-

vensi-konvensi Jenewa 12

Agustus 1949 pasal 2.

- Melanggar hukum dan

kebiasaan perang (pasal

3).

- Melakukan Genosida
(pasal 4 ayat 1) sebagai-
mana didefinisikan mak-
sudnya dalam apasal 4
ayat 2 dan

- bertanggung jawab atas
pembunuhan, pemus-

- nahan, perbudakan, dez

portasi, pemenjaraan,
penyikasaa, persekusi atas
dasar rasial, politis ataun
keagamaan dan tidak
manusiawi lainnya apa
bila dilakukan dalzir_h
konflik bersenjata baik
yang bersifat internasio-
nal mavpun internal dan
ditujukan terhadap pen—
duduk sipil.

G ICTR, Statuta tribunal
internasional untuk Rwanda me-
nyatakan bahwa linglaup kewenang:
an tribunal tersebut adalah melaku:
kan penuntutan terhadap orang-
orang yang bertanggung jawab atas
genosida dan pelanggaran serius
hokum humaniter internasional
lainnya yang terjadi di wilayah
Rwanda dan watga negara Rwanda
yang beratnggung jawab atas
genosida. '

Pasal 3 di bawah judul Ke-
jahatan terhadap Kemanusiaan
tanpa secara eksplisit mende-
finisikan pengertiannya menyatakan
kewenangan ICTR untuk menuntut
otang-orang yang melakukan
pembunuhan, pemusnahan, per-
budakan, deportasi, pemenjaraan,
penyiksaan, pemerkosaan, per-
sekusi karena alasan politis, rasial
dan keagamaan serta tindak tidak




i '-"manusiawi lainya, “apabila di-
' lakukan sebagal ‘bagian dari
S semngan yang luas atau sistematis
terhadap’ penduduk sipil karena
~alasan kebangsaan -politis, etnis,

"_-rasml atau keagamaan

pasai 4 dlbawah udul pelang-
oaran pasal 3 yang sama pada
 konvensi-konvensi Jenewa dan
protokol Tambahaa 11, menezp-
kan kéﬁ%&:;nangan ICTR melakukan
penuntutan orang-orang yang
mﬁlaku:k_an atan memerintahkan
melakukan pelanggran serius
ketentuan dan instrumen tersebut
diatas dan menyebutkan tindak-
tindak “yang tercakup dalam
pengertian pelanggaran serius
terhadap pasal 3 yang sama pada
konvensi-konvensi Jenewa 12
Agusus 1949 dan tethadap proto-
kol tambahan 11 1977.

G ICC (Statute of the Inter-
nauc)nal Criminal Court ) Statuta

pengad:lan kriminal Internasional
yang dibuat pada 17 Juli 1998 yang

- mulai berlaku Juni 2002 me-

netapkan bahwa Yurisdiksi ICC
hanya terbatas pada kejahatan
paling serius yang menjadi ke-
pentingan komunitas internasional
secara keseluruhan (pembukaan
paragraph kesembilan dan bagian

pasal 5 ayat 1). Statuta Roma
merinci empat jenis kejahatan yang
termasuk yurisdiksi ICC yakni: -
b) ‘Kejahatan Genosida

c -Ke]ahatan terhadap kemanw
dy - Ke) ahatan Perang
é)” '_ EKe;ahatan Agresi

' Statuta Roma mempunya1
yurisdiksi atas kej ahatan-kejahatan
yang merupakan pelanggaran
HAM berat, yaitu, a. Kejahatan
genosida ; b. IKKejahatan terhadap
kemanusiaan ; c. Kejahatan perang
; d. Kejahata agresi. Katagori tin-
dak pidana yang dirumuskan dalam
Statuta Roma itu sebenamya sudah
dikenal sebelumnya, misalaya
dalam Piagam Pembentukan
Pengadilan Militer Internasional, di
Nuremberg dan di Tokyo, serta
pengadilan- pengadilan adhoc
internasional untuk bekas wilayah
Yugoslavia dan Rwanda.

MEEKANISME INTERNASI-
ONAL.

L PEMAJUAN DAN PERLIN-
DUNGAN HAM DALAM
MEKANISME PBB

PBB dan badan-badan khu-
susnya sangat terlibat dalam upaya

petlindungan dan pemajuan HAM.




Salah satu: keberhasilannya adalah
dalam bentuk kumpulan mengenai
hukum HAM yang komprehensif.
Bahkan untuk pertama kalinya
_ dalam se;arah telah meletakkan
' seperangkat ctika HAM vang
universal dan dlhndungi secata

. 1nternaszonal d1mana seluruh

_ bangsa membeﬂkan kontﬂbusmya

- dan turut termspn:a51 Peran PBB
bukanlah hanya dalam pende-
finisian sejumlab hak yang diakui
secara internasional, tetapi juga
kemampuannya dalam men-
ciptakan mekanisme pemajuan dan
periindungan HAM, serta dalam
membantu negara melaksanakan
kewajib_ﬁhﬁya.

Sesungguhnya, HAM me-
mang telah menjadi perhatian
utama bagi Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) sejak tahun 1945,
ketika negara-negara pendiri
Organisasi ini menyepakati agar
tragedy Perang Dunia IT tidak
terulang kembali. Penghormatan
tethadap HAM dan martabat
manusia merupakan “Ybe foundation
of freedom, justice and peace in the
world”, sebagaimana dinyatakan tiga
tahun kemudian dalam Deklarasi
Universal HAM.

* Dalam perkembangannya,
meskipun terdapat pertentangan
ideology antara blok Barat dan.
Timur selama puluhan tahun, tak
dapat disangkal bahwa PBB telah
memberikan konttibusi yang sangat :
besat dalam pemajuan dan per:
lindungan hak-hak asasi manusia di
seluruh dunia. Dicanangkannys
Perayataan Umum tentang Ha'k:-"j -
Hak Asasi Manusia (Usniversal
Declaration of Human Rights) pada
tanggal 10 Desembet 1948 oleh
Majelis Umum PBB merupakan
tonggak sejarah bagi pengem-
bangan hak-hak asasi manusia.
Deklarasi tersebut yang terdiri dari
30 pasal telah dianggap sebagai
standar umum untuk mencapai
keberhasilan bagi semua rakyat
dan semua bangsa.1[1] Diserukan
agar semua negara anggota PBB
dan semua rakyat menggalakkan
dan menjamin pengakuan yang
efektif serta penghormatan
tethadap hak-hak asasi manusia dan
kebebasan, yang ditetapkan dalam
Deklarasi.

Walaupun Deklarasi ini tidak
mempunyal kekuatan hukum yang
mengikat karena hanya bersifat
pernyataan, namun memiliki nilai
sebagai hukum kebiasaan inter-

(1] Lihat A Compilation of International Instruments (New Yark : United Nasions, 1993), p. 1-7




ﬂa'siozial karena secara luas telah
'_chterlma daﬂ dimasukkan ke dalam
' peraturan perundang—undangan
" nasional banyak negata dan sebagai
: tolok ukuar untuk menilai tindakan
suatu oara. Deklarasz Universal
ind be.ﬁ.sama dengan kedua Per-
: -_-"_}anpaﬁ Internasxonal mengenai
B _=_'Hak -hak Sipil dan Politik (berlaku
sejak Maret 1976) dan Opiional
P%vz‘d@‘éfwlnyﬁ':sér'ta Halk-hak Eko-
norni, Sosial dan Budaya (berlaku
sejak Januari 1976) disebut The
I fzz‘.emczszoﬂal Bill of Human Right.
Se alan dengan apa yang ter-
tuang di dalam Pasal 1(3), Pasal 55
dan Pasal 56 Piagam PBB, upaya
pemajuan dan perlindungan HAM
harus - dilakukan melalui svatu
kerjasama internasional yang
berdasarkan pada prinsip saling
nienghoxmati, kesederajatan dalam
hubuﬁgan antar negara. Upaya
pemajuan dan perlindungan HAM
antar negara tidak harus meng-
gunakan pendekatan yang semata-
mata mendasarkan diri pada
pemberian tekanan, yang cen-
derung’ counter-productive dan

tidak memberikan hasil yang
optimal. Karena itu petlu diletak-
kan pada porsi yang diamnanatkan

oleh Piagam PBB, yaitu melalui
kerjasama, khususnya dalam
meningkatkan “insrjturional’da'n
capacity building” dari masmg«
masmg negata di bidang HAM |

II. PERAN PBB / DEWAN
KEA}MANAN DALAM PENA-
NGANAN PELANGGARAN
BERAT HAM

Dewan keamanan meimhlﬂ
peran yang sangat penting dalam
kerja PBB. Sesuai dengan Pasal 24
Piagam PBB, Dewan Keamanan
merupakan badan PBB yang
memiliki tanggung jawab utama
bagi pemeliharaan perdamaian dan
keamanan internasional. Pasal 34
dari Piagam PBB menvatakan
bahwa Dewan Keamanan :

“may investigate anydispute,
or any situation which might lead
to international friction or give tise
to a dispute, in order to determine
whether the continuance of the the
dispute or situation is likely to
endanger the maintenance of
international peace and security”.

Adanya ancaman terhadap
keamanan dan perdamaian inter-
nasional dapat berawal dati, atau
disertai dengan, terjadinya pelang-
garan HAM yang berat. Atas dasar
inilah Dewan Keamanan dapat




' mengkaitkan dirinya atau melaku-
kan aksi tertentu berhubungan
dengan masalah HAM. Dalam
Lasusyaﬁg ekstrim, Dewan
Kegima_n'an ‘dapat menentukan
apak:z_;_h;?sebuah“ situasi yang di-
gambatkan sebagai pelanggaran
HAM yang berat merupakan
'ﬁné_afﬁ'aﬁ: t_érhadap: keamanan. di
- -':_baﬁzaii-lia_éai:39 Piagam PBB, yang
dengan sendirinya akan mengarah
pada pemaksaan (eaforcenent)
keputusan dati PBB.
_ Namun demikian perlu diingat
bahwa keterlibatan Dewan Ke-
amanan merupakan keputusan
politik dari PBB dan terkadang ada
muatan politik yang mempenga-
ruhi keputusan Dewan Keamanan.
Namun demikian, secara umum
dapat dikatakan bahwa ketetlibatan
Dewan [<eamanan akan tetjadi jika
negara tidak memiliki kemampuan
(¢nability), misalnya tidak ada
pemerintahan yang efektif (ineffer-
tive government), pemerintah tidak
berkehendak (wnwilling) misalnya
karena ada kepentingan politik

untuk melindungi para pejabat/
tokoh nasional untuk meiakukgiﬁ _

penuntutan tethadap pelanggaran
berat HAM. . -

IV.MEKANISME PENYELI-
DIKAN, PENUNTUTAN
DAN PERADILAN =
" Pada intinya i;péya penuntut-
an/penanganan pelanggaran berat
HAM merupakan wewenang dari -
negara untuk melakukan “exhauns-
tion of natinal remedies” dalam
proses hukum. Menurut Deklazasi
dan Program Aksi Wina tahun
1993, pemajuan dan perlindungan
HAM merupakan tanggung jawab
utama Pemerintah. Tentu saja PBB
dan masyatakat internasional akan
mengikuti dari dekat apakah upaya
upaya yang dilakukan oleh suatu
negara sudah memenuhi standar
mternasional (fnternational standart of
dne process of law), Khususnya prinsip
tmpartiality dan independent, yang
pada kenyataannya telah menjadi
bagian dari hukum nasional di
banyak negara.? Seandainya
terdapat kekurangan atau ke-

2 Termaswk di dafamnya antara lain adalaly : Pasal 6 5/ d 12 Deklarasi Universal FLAM tentang pengakan
sebagai pribadi di depan bukim, kesantaan i dspan bukm dan perlindangan yang sama tanpa diskriminass,
Dewnliban hak, pemerikraan _yang adif dan tferbuka, asas praduga tak bersalal dan asas retroaktif, Pasal
9-11 Konvensi Flak-bak Sipil dan Politik tentang due process of baw; Basic Principles of the indgpendsnce
of the Judiciary (diterivta okeh SMU PBB tanggal 13 Desember 1985; Declaration of Basic Principles
of Justéce for Viictims of Crime and Abuse of Power (diterima oleh SMU PBB tanggal 29 Nopember
1985).




g 1@&12}1:'2'11 éalam peiaksa’ﬁaan pada
 tingkat naszc)nai maka PBB dengan
sendzrmya akan menawaxkan
~bantuan relevan bagi upaya pe-
puntutan/ ‘penanganan pelanggaran
"'-HAM m_laim suatu kerjasama
'-'tertenm ' _' L _
R Upaya penannanan pelang~
| _'._garan betat HAM. pada intinya
| menyaﬁgkut mekanisme penyelidi-
kan kP; ahatan,’ penuntutan dan
mekanisme pengadilan. Sementara
ity, dart segl sifat jurisdiksinya
proses ini dapat dibedakan menjadi
3, yaitu nasional, semi nasional/
campfigh, dan internasional
Untuk mekamsme yang meli-
batkan pxhak dari luar negeri, maka
dlpe_rluk_an adanya penyesuaian
pada peraturan perundangan yang
berlaku mengenai sistim dan
prosedur peradilan, karena hal ini
berkaitan dengan masalah ke-
wenangan dan jurisdiksi dari
lembaga penyelidikan, penuntutan
dan peradilan. Untuk pelaksanaan
dari keputusan lembaga peradilan-
nya pun memerlukan penyesuaian
lagi karena harus ditentukan siapa
yang berwenang untuk melaksana-

kan keputusan dan memberikan
jaminan bahwa keputusan benat-
benar dapat dilaksanakan.

+Jika dilthat dari segi kepraktis-
an, upaya yang sepenuhnya: di-
lakukan oleh mekanisme nasi_fp_qal
akan jauh lebih mudah dilaksana-
kan, karena semua upaya pasca
keputusan, seperti yang menyang-
kut pengurangan masa tahanan,
masa hukuman penjara sampai
kepada ammnesti, grasi dan reha-
bilitasi sudah ada peraturan per-
undangan yang mengaturnya.
Sebaliknya yang berkaitan dengan
pihak asing akan lebih sulit untuk
menentukan dimana tempat pet-
adilan, dimana keputusan harus
dilakukan, siapa yang menjamin
pelaksanaan keputusan, siapa yang
berhak untuk memberikan peng-
urangan hukuman, grasi, amnesti
dan abolisi.

Bila digabungkan antara
mekanisme dengan sifat jurisdiknya
maka akan terdapat sejumlah
varian, yaitu

Penyelidikan/penuntutan :

- Dilakukan oleh lembaga
nasional biasa;

- Dilakukan oleh lembaga
nasional ad hoe/komite khu-
sus;

- Dilakukan oleh lembaga nasi-
onal ad hoc dengan melibat-
kan penyidik/pakar inter-
nasional;




- “'Dilakukan oleh lembaga
nasional ad hoc dengan
melibatkan pengamat negara
lain yang independen;

- Dilakukan oleh Jembaga inter-
nasional yang permanen;

- Dilakukan oleh lembaga intet-
nasional yang dibentuk secara
adhoc;

- Dilakukan oleh lembaga inter-
nasional dengan dengan me-
libatkan partisipasi pakar
nasional.

Peradilan :

- Diselenggarakan oleh lem-
baga peradilan nasional umum
sepetti pengadilan negeti;

- Diselenggarakan oleh lem-
baga peradilan nasional yang
khusus, seperti pengadilan
militer, Mahmilub;

- Diselenggarakan oleh lem-
baga peradilan nasional
bekerjasama dengan hakim
dari luar negeri, seperti di
Kamboja;

- Diselenggarakan oleh lem-
baga peradilan nasional namun
jurisdiknya internasional,
seperti tribunal untuk menga-
dili Pol Pot;

- Dilakukan oleh lembaga pera-
dilan internasional yang per-
manen, misalnya International
Criminal Court;

- Dilakukan oleh lembaga pera-
dilan internasional yang ber-
sifat ad hoc, seperti Inter-
national Criminal Tribunal for
Yugoslavia, dan for Rwanda.

HUKUM NASIONAL

Persoalan HAM di Indonesia
akhir-akhir, ind banyak mewarnai
pada proses penataan sistem po-
litik dan sistem hukum. Sementara
tuntutan penegakkan HAM jika
disikapi lebih banyalc merupakan
tekanan dari pihak eksternal
(negara barat) ketimbang urgen-
sitas penilaian atas ketiadaan instru-
men hukum yang mengakomodasi-
nya. Lima isu global dihembuskan
pihak Barat guna mengatur tata
petgaulan masyarakat internasio-
nal. yaitu demokrasi, penegakkan
HAM, lingkungan hidup, standari-
sasi produk dan pengakuan hak atas
kekayaan intelektual.

Dalam mensosialisasikan

kelima isu global tetsebut ke negara
betkembang (miskin) agar ikut
mendukungnya, tidak jarang negara

Barat melakukan penckanan yang




.'dlkalﬂ{an dengan komz‘smen dalam
: _'membenkan bantuan atau dalam
_ _melakukan ker]asama bﬂ'&teral

Beberap'& peraturan per-

' undangan nasional yang mengatur -

mengenai HAM ~yakni Undang-

*undang? No. 39 tahun 1999 tentang

“Hak Asam Manusm Pemturan

_ Pemeuntah penggfmn Undang~ -
'.}undang No. 1 tahun 1999 tentang .
pengadilan HAM dan dalam.
‘kategori tindak pidana Pelanggaran -
HAM berat, khususnya kejahatan

genosida dan_-kejahatan kemanu-
siaan yang tertuang dalam Statuta
Roma, kemudian diadopst oleh UU

No. 26 Tahun 2000 Tentang |

Pen_gadilan Hak Asasi Manusia.
- Dalam Undang-Undang NO

26 tahun 2000 Pelanggaran HAM
bezat d1deﬁmsﬂxan sebagai bextkut:

Pasa:l e

- Pelanggaran hak asasi manusta
yang berat meliput:
a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanu-
siaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a adalah setiap perbuatan
yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atan mernus-
nahkan seluruh atau sebagian

- kelompok bangsa, xas, kelo1npol~.-"_
Cetnis, keiompok agama dengan._

cara: : _ _ SN
a. membunuh 'mggota ls.elom—'
_pok,_ g . _

b. mengaklb'itkan penderltaan
fisik atau mental yang berat
":terhadap anggota anggota- '
~ kelompok; -

‘c. menciptakan kondm kehldup—

* - ankelompok yang akan meng-
-~ akibatkan kemusnahan secata
fisik baik selurub atan se-
bagiannya; '
d.  memaksakan tindakan-tinda-
kan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam l\elompok :
atau

e. memindahkan secara paksa
anak-anak dari kelompok
testentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanu-
siaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b adalah salah
satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang di-
ketahuinya bahwa serangan ter-
sebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;

b.  pemusnahan;

c. perbudakan;




' pe

-:-_'.'fpenduduk secara paksa,

e f'perampasan kemerdekaan
atau perampasan kebebasan

0 fisik lain ‘secara sewenang-

i :'wenang yang melanggar (asas-

: 'as) ketentuan pokok hukum

saan perbudakan selc-
© sual, pelacuran secata paksa,
pemaksaan kehamilan, pe-
. mandulan atan stetilisasi secata
'paksa atau bentuk- bentuk
kekerasan seksual lain yang
' "-setara -
h. penganiayaan terhadap suatu
 kelompok tertentu atau pes-
kumpulan yang didasari per-
- samaan paham politik, ras,
kebangsaan, etnis, budaya,
agama, jenis kelamin atau
alasan lain yang telah diakui
secata universal sebagai hal
- yang dilarang menurut hukum
internasional;
i penghilangan orang secara
paksa; atau

j. kejabatan apartheid.

TANGGUNG JAWAB KO-
MANDO

Dalam ketentuan yang bet-
kenaan dengan tanggung jawab

mana diatur dalampasal42 UUno
26 tahu 2000 tetnyata menyimpang
secara mendasar dan konseptual, -
Betkenaan dengan pertanggung-
jawaban komandan atau pimpinan’ -
ini UU Pengadilan HAM mengatur.
sebagai berikut: - ;
“(1) Komandan militer ataul' :

-seseorang yang secara efektf

bertindak sebagai komandan

militer dapat chpertanggung- '
jawabkan terhadap tindak

‘pidana yang berada di dalam

yurisdiksi Pengadilan HAM,
yang dilakukan oleh pasukan
yang berada di bawah ko-
mando dan pengendaliannya
yang efektif, atau di bawah
kekuasaan dan pengendalian-
nya yang efektif dan tindak
pidana tersebut mesrupakan
akibat dati tidak dilakukannya
pengendalian pasukan secara
patut, yaitu :

2. komandan militer atau
seseorang tersebut me-
ngetahui atau atas dasar
keadaan saat itu seharus-

nya mengetahui bahwa
pasukan tersebut sedang
melakukan atau baru saja
melakukan pelanggatan
HAM yang berat ; dan




b komandan militer atau
' séseorang tersebut tidak
o melakokan tindakan yang
| - -layak dan diperlukan
~wovdalam ruang-lingkup

- 'f'-kaUﬁ_Sﬁ?fﬂﬂYﬁ untuk men-

.+ +-cegahiatau menghentikan

. ‘petbuatan tersebut atau
- menyerahkan pelakunya
'kepada ‘pejabat yang
i --benvenang untuk ditaku-
. kan penyelidikan; penyi-
. dikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi
< maupun-sipil lainnya, bet-
- stanggung jawab secara pidana
- tethadap Pelanggaran HAM
i-7Berat-yang dilakukan -oleh
-+ bawahannya yang berada di
- bawah kekuasaan dan pengen-
- :daliannya yang efektif, karena
- atasan tersebut tidak melaku-
~~kan-pengendalian terhadap
«~bawahannya secara patutdan
benat, yakni: - oo -

©.ai o atasan tetsebut menge-
tahui :atau secara sadar
- .mengabaikan informasi
~.. yang secara jelas menun-
~=:jukkan bahwa bawahan
sedang ‘melakukan atau
.+ baru saja melakukan
- Pelanggaran HAM berat

;dan o

‘h. atasan tersebut t'i'c'ii:ik;' '

- mengambil tindakan yang

~layak dan dlperlukan:

~dalam ruang hngkup ke-
wenangannya untuk men-

. cegah atau menghentikan
-perbuatan tersebut. atau
menyerahkan pelakunya

kepada pejabat yang ber-
~ wenang untuk dﬂakukan_ _
 penyelidikan, penyldlkan |

S dan penuntutan.”

MEKANISME HI}KUM NA— \

SEONAL

Dalam UU No. 26 tabun 2000
telah secara jelas menyebutkan
bahwa proses hukum acara dalam
penanganan pelanggaran HAM
berat berbeda dengan apa yang
diatue dalam KUHAP. Proses
tersebut adalah sebagai berikut :

~:Dalam Undang-undang No.
26 tahun 2006 perkara kasus
pelanggaran HAM berat yang
bertindak sebagai Penyelidik adalah
KOMNAS HAM, Penyidik dan
penuntut umum adalah Jaksa agung
dan jaksa agung dapat mengangkat
penuntut umum Ad Hoc yang
terditi atas unsur pemetintah dan
atau masyarakat selanjutnya dalam
persidangan majelis hakimnya
berjumlah 5 orang. Masa' peme-
riksaan persidangan ditetapkan




o -dihhat ciar1 .waLtu hasus tr-"r;ach

. 'j Ci Sebelum UU 26 tahun 2000 - sebuah perkara pelanggaran HAM -
- berat dibawa kepada pengadilan, -

' ‘maka peradilan HAM kita harus

o disy ﬁhkqn berupa pengaciﬂan
- Ad Hold #5705

S _’setelah uuU 26 tahun 2000

S fchsyahkan betupa pengadilan

- HAM yang hanya terdapat di

- empat wilayah/tempat yakni
- Jakarta, Sulabaya Medan dan
.":_"“:-"Mahasaf' : : : _

' -BEBERAPA KASUS PE-

| LANGGARAN HAM BERAT

Beberapa temuan Komnas
: I—IAM dalam melakukan penyeh—
 dikan proyustisza peﬂsnwa pelang-
garan HAM yang betat menurut
UU No 26 Th 2000 terbentur ken-
dala antara lain banyaknya ke-
lemahan dan kerancuan yang
mengakibatkan kelambanan proses
peradilan HAM yang berat.

-}Oamn HAM berat harus berdasar
;. _kan keadﬂan hukum atau justice »o
'accordmg to law. Apalagi sekarang
' 3111 pelanggaj:aﬂ HAM berat adala
termasuk peianggamn atas hukum
3 '_ :'pidana internasional yang dapat
* " menjadi kewenangan Mahkama
- Piddna Internasional dan suka ata
tidak suka masyarakat mtemasmnal{
'.'f'memﬂikl tanggung’ ]awab untuk
. menyelesaikaq serta mengadili
- perkara tersebut, Karena itu, ketila -

Pe:adﬂan terhadap pelan

beketja secara profesional dan

tidak memutuskan perkara-perkara *
tersebut dengan pertimbangan
politik dan kompromi serta impu-
Mg _ . __

o Diputuskannya kasus Tz:isakt_i_,'- .
semanggi I dan II bukan sebagai .
kasus pelanggaran HAM berat
merupaklan suatu langkah munduor -
dalam penegakan HAM di Indo-
nesia. adanya mekanisme yangjauh -
dati sifat profesionalitas meng- -
akibatkan keputusan yang diambil
o_leh_lembaga yang diberi wewe-
nang untuk mengusulkan pegadilan
HAM Ad Hoc menyimpulkan dan
memutuskan tidak adanya pelang-

‘garan HAM berat dalam kasus

tersebut.




- Walaupun demikian, dengan
“adanya undang-undang komisi
kebenaran dan rekonsiliasi yang kita
-miliki, penyelesaian perkara-

- perkara pelanggaran HAM berat

‘pada masa lalu tidak selalu harus

_dcxigaﬁ_ proses ajudikasi berdasar-

kan prinsip-prinsip aliran Kantian.
- Kita juga petlu, mempertimbang-
‘kan p yelesaian non-ajudikasi
' denga_g melalui Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi meng}kuti prinsip-
prinsip utilitarian dari Jeremy
Beatham, dengan mempes-
timbangkan kesatuan nasional dan
keseirnbangan (equalibrum).
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